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Abstrak

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk menganalisis Kinerja Badan Permusyawaratan‘Besa di Desa Pisang
K ecamatan Jangkang Kabupataen Sanggau yang belum optimal. Fenomena permasal ahan yang'diangkarat dalam
penelitian inijadalah Badan Permusyawaratan Desa sebagai |lembaga perwakilanbelum mampu ‘faemfungsikan
diri sebagai‘penampung dan penyalur aspirasi masyarakat menjadi sebuah peraturan‘desa, penelitian ini termasuk
jenis penelitian deskriptif®dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Ketua
Badan Permusyawaratan Desa, Desa Pisang, Kepala Desa Pisang, Anggota BPD Desa Pisang, Sekretaris Desa
Pisang, dan masyarakat Desa Pisang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor-faktor tang menyebabkan
Kinerja Badan, _Permusyawaratan Desa'dalam Menyusun Peraturan Desa belum optimal=adalah terdiri dari
faktor individu, berkeneaan dengan kemampuan,keahlian-dan Demografi, faktor psikologis, berkaitan dengan
persepsi, sikap, motivasi, faktor Organisasi, berkaitan.dengan sumber daya dan job design.

Kata-kata Kunci: Kinerja Organisasi, Peraturan Desa, Individu, Psikologis, Organisasi.

PERFORMANCE OF VILLAGE CONSULTATION COUNCIL OF DRAWING UP IN
THE VILLAGE OF PISANG, DISTRIK JANGKANG, SANGGAU REGENCY

Abstrak

Research ‘andyzed the performance of village consultation council-for drawing up in the village of Pisang, Distric
Jangkang, Sanggau regency has notoptimal. The phenome of this research in study was BPD as the fepresentative
councle had'nod been able to function at a-reservoir and channeling the aspiration of the people’into a village
regulation. This research was a.descriptive study using a qualitative approach. Subjects in this study has the head
of Pisang, BPD member, Pisang village headf, Village Secretary Pisang and pisang village community.

The result showed the three factor was making the performance,of BRPD not optimal the factor were Individu,
capacity, and expertice of BPD"Psychological factor, with regardto precision, attitude, and motivation, factor
Organizacion with regard toresources, leadership.

Keywords: performance, BPD, Organization,lndividu, Psychologicals
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A. PENDAHULUAN

L atar Belakang Penelitian

Kinerja merupakan hasil kerja
secara kualitas dan kuantitas yang dapat
dicapa oleh seseorang atau organisas
dalam melaksanakan tugas sesuai dengan
tanggung jawab yang  diberikan
kepadanya. Kualitas kinerja adalah suatu
hasil yang bisa diukur dari tingkat
efisenss dan efektivitas seseorang atau
organisas Jdaam meakukan suatu
pekerjaan yang didukung oleh 'sumber
daya’ ddam hmencapai tujuan tertentu.
Sedangkan _Kkuantitas kerja merupakan
jumlah kerfa: yang dilaksanakan oleh
seseorang pegawai dalam suatu periode
tertentu.Hal. ini dapat dilihat dari hasil
kerja pegawal dalam penggunaan wakiu
tertentu dan kecepatan dalam
menyelesailkan tugas dan tanggung
jawabnya.

Peran Badan -Permusyawaratan
Desa sangat: penting, karena-sebagal unsur
lembaga yang paing dekat dengan
masyarakat. Sesuai dengan  tujuan
dibentuknya Badan ““Permusyawaratan
Desa dapat mewujudkan suatu proses
demokrasi yang bak sebagai unsur
penyelengaraan Pemerintah Desa. Sesual
dengan undang-undang nomor 6 tahun
2014 tentang Desa, fungs Badan
Permusyawaratan Desa yaitu sebagai

lembaga  yang menampung  dan
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menyalurkan aspirasi masyarakat,
membahas dan menyepakati rancangan
Peraturan Desa dan peraturan Kepaa
Desa, untuk menjalankan fungs Badan
Permusyawaratan Desa dengan baik maka
pada tanggal 12 September 2013 dilantik
anggota Badan Permusyawaratan Desa
oleh Bupati Sanggau. Berdasarkan surat
keputusam--Bupati Sanggau nomor 119
tahun 2013 tentang pelantikan anggota
Jangkang,
sebagaimana.yang telah terlampir dalam
Surat Keputusan Bupati Sanggaurtersebut
bahwa anggota BPD di Desa Pisang yang

BPD se-kecamatan

dilantik berjumlah 7 orang:

Fungss Badan Permusyawaratan
Desayaitu:
a. membahas dan menyepakati

Rancangan Peraturan Desa bersama

KepalaDesa
b. menampung dan menyalurkan
aspiras masyarakat

Desa

c. melakukan . pengawasan  kinerja
KepalaDesa.

d. Berdasarkan Undang-undang Nomor
6 tahun.2014 tentang Desa masa
jabatan anggota BPD yang dilantik
sdlama 5 tahun. Selama menjabat
anggota BPD mempunyai fungs yang
harus dijalankan sebagaimana yang
telah tercantum pada pasa 55
undang-undang No 6 tahun 2014
salah satunya menyusun peraturan
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DesaAnggota BPD yang telah
dilantik harus dapat menjalankan
fungs BPD dengan baik salah satu
fungs yang harus dijalankan oleh
anggota BPD adalah menyusun
peraturan Desa. Pada masa jabatan
BPD periode tahun 2013- 2018 atau
yang sekarang hanya menghasilkan=1
peraturan yaitu peraturan” tentang
anggaran belanja.“dan pendapatan
Desa (ABPDes). Sementaraitu masih
banyak permasalahan. di"Desa Pisang
yang perlu_ dibuat peraturannya
seperti penangkapan  ikan  yang
menggunakan racun, pemeliharaan
hewan ternak dan peraturan mengenai
tanah umum.

Berdasarkan pra penelitian yang
dilakukan penulis, penulis menemukan
beberapa indikass masalah dilapangan
yang berhubungan dengan kinerja BPD,
dimana adanya aspiras masyarakat yang
belum tersalurkan seperti, Masyarakat
menginginkan adanya -peraturan yang
mengatur tentang pemeliharaan;, hewan
ternak, sehingga tidak adanya hewan
ternak yang berkeliaran‘dijalan dan sekitar
rumah warga, dan hewan ternak yang
dipelihara dapat diawasi dan dijaga agar
tidak merusak tanaman..

Masyarakat menginginkan adanya
peraturan yang mengatur  tentang
penangkapan ikan disungai. Terutama
penangkapan ikan yang menggunakan
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racun dan bahan kimia lainnya, karena
dapat merusak lingkungan  seperti
pencemaran sungai, penangkapan ikan
yang berlebihan dan habitat ikan hewan
yang ada disungai akan rusak karena
bahan kimia.

Masyarat mengginginkan adanya
peraturan yang mengatur tentang tanah
umum Karena selama ini peraturan yang
mengatur masalah tersebut belum ada
sehingga tanah umum™yang ada dikelola
oleh sebagian' masyarakat, ‘hingga tanah
tersebut bukan miliki umum lagi, namun
sudah menjadi milik masyarakat ‘yang

mengelolanya.

|dentifikasi Permasalahan

Berdasarkan latar belakang
permasal ahan diatas, penulis
megidentifikasikan permasalahan sebagai
berikut:

1. BPD beum mampu menyusun
peraturan Desa tentang pemangkapan
ikan yang menggunakan racun.

2..BPD ‘belum mampu merancang
peraturan Desa tentang pemeliharaan
hewan ternak

3. BPD belum mampu merancang
peraturan Desa tentang pengelolaan

tanah umum

Fokus Penelitian
Penelitian ini difokuskan pada
kinerja organisasi Badan
3
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Permusyawaratan Desa dalam menyusun
Peraturan Desa, di Desa Pisang
K ecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau.

Rumusan Per masalahan

Berdasarkan latar belakang dan
fokus penelitian diatas maka dirumuskan
suatu permasalahan yaitu “mengapa
kinerja Badan Permusyawaratan Desa
dalam menyusun Peraturan Desa di Desa
Pisang Kecamatan Jangkang Kabupaten

Sanggau kurang optimal?*’

Tujuan Pendlitian

Adapun yang menjadi ‘rtujuan
penelitian 1ni- adalah untuk mengetahui
dan mengidentifikasi faktor-faktor yang
menyebabkan Kinerja Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam
menyusun Peraturan Desa di Desa Pisang

K ecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau.

Manfaat Penelitian
1. SecarafTeoritis

Melelui penelitian ini
dimaksudkan untuk memberi sumbangan
pemikiran bagi ilmu “pengetahuan pada
bidang studi Ilmu  Pemerintahan,
berkenaan dengan  kinerja  Badan
Permusyawaratan Desa daam
menghasilkan suatu produk hukum dan
hasil penelitian ini diharapkan  dapat
menambah dan memperluas wawasan

keilmuan.
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Sehingga dapat memberikan  sedikit
informasi dan pengetahuan mengenal
penyelenggaraan Pemerintah Desa.
2. Secarapraktis
a Bagi Badan Permusyawaratan
Desa di Desa Pisang, melaui
penelitian ini diharapkan
dapat memberi masukan dan saran
Sebaga bahan kajian bagi anggota
BPD khususnya di Desa Pisang
Kecamatan Jangkang Kabupaten
Sanggau dalam menjalankan tugas
dan fungsi Badan
Permusyawaratan ‘Desa  daam
menghasilkan  sUatu  produk
hukum  berupa Praturan Desa
Dan dapat dijadikan bahan
pertimbangan dalam meningkatkan
Kinerja Badan Permusyawaratan
Desa.
b. Bagi penulis, denganadanya
penelitian ini dapat memberikan
manfaat -berupa pengémbangan
wawasan .dan pengetahuan, serta
kemampuan berfikir khususnya
dibidang ilmu pemerintahan guna
menerapkan teori-teori yang telah
didapat selama dibangku kuliah.
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B. KERANGKA TEORI
PENELITIAN

Kinerja Organisai

Menurut Mashun kinerja adalah
gambaran tigkat pencapaian pelaksanaan
kegiatan/program/kebijakan dalam
mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi
organisasi yang tertuang dalam”strategic
plaining organisai (Mashun, 2006:25) dari
definisi di atas dapat di pahami bahwa
Kinerja organisai adalah'. seberapa jauh
tingkat ,Kemampuan_ pelaksanaan® tugas-
tugas organisasi dalam rangka mencapal
tujuan sesuai_dengan kemampuan: yang
dimiliki dan=program/kebijakan/visi; dan
misi yang telah di tetapkan sebelumnya.

Kinerja suatu organisas dapat
dilihat dari tingkatan sgauh mana
organisai dapat mencapal tujuan yang
didasarkan pada visi dan misi yang sudah
ditetapkan sebelumnya. Untuk itu perlu
diketahui

mempengaruhi  kingla organisai.. Faktor

berapaf aktor yang

tersebut dapatidigunakan sebagai ‘evaluasi
terhadap proses kerja yang telah dilakukan
organisasi, sudah sejalan-dengan apa yang
menjadi tujuan atau belum.

Menurut Hennry (dalam
Mangkunegara,2005:14) kinerja  di
pengaruhi oleh tigafaktor yaitu:

1. Faktor individua yang terdiri dari:

a. Kemampuan dan keahlian

b. Latar belakang
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c. Demografi.

2. Faktor psikologis yang terdiri dari:
a. Perseps
b. Attitude
c. Personality
d. Pembelgaran
e. Motivas.

3. Faktor organisasi yang terdiri dari:
a~Sumber daya
b. Kepemimpinan
. 1Penghargaan
d. Struktur
e. Job design:

C. METODE PENELITIAN

Jenis Pendlitian

Jenis penelitian yang dipergunakan
dalam peneitian ini adalah [jenis
penelitian deskriptif dengan menggunakan
pendekatan kualitatif. Peneliti imemilih
penelitian ini dikarenakan pengliti ingin
mengungkapkan _hasil penelitian berupa
gambaran Sistematis, faktual dan akurat
mengenai  faktor-faktor fserta hubungan
antara fakta..=Dengan menggunakan
metode penelitian kualitatif — peneliti
mengharapkan dapat mengembangkan
serta mengungkapkan  permasaahan-
permasalahan yang ada dilapangan
sehingga peneliti dapat menemukan fakta-
fakta baru dilapangan.
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Dengan menggunakan metode
penelitian  kuadlitatif  peneliti  dapat
melakukan wawancara secara mendalam
kepada informan yang benar-benar
menguasai permasalahan yang ada
dilapangan, sehingga peneliti  dapat
mengungkapkan dan mendeskripsikan
permasal ahan yang ada dilapangan.

Teknik Pengumpulan,Data

Daam .melakukan ' penditian
perlu diperoleh data primer dan data
sekunder.  Untuk'._memperoleh  data
tersebut diperlukan teknik pengumpulan
data. Adapun teknik pengumpulan data
pada penelitian ini adalah sebagal berikut:
1.}, Teknik Observasi

Menurut Nasution observasi
adalah dasar semua ilmu pengetahuan:
Para' ilmuwan hanya dapat bekerja
berdasarkan data yaitu fakta mengenal
dunia kenyataan yang diperoleh melalui
observas {( Sugiyono, 2011:226). Dengan
demikian ‘iobsevas merupakan cara
memperoleh “data melalul-"pengamatan
secara lansung ke lapangan. Pengamatan
dilakukan berkaitan dengan kinerja
Badan Permusyawaratan Desa dalam
penyusunan peraturan desa di Desa Pisang
K ecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau.
2. Teknik Wawancara

Menurut Estebreng dalam
sugiyono (2011:231). Wawancara adalah
pertemuan dua orang untuk bertukar
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informasi dan ide melaui Tanya jawab
dapat dikontruksikan makna dalam suatu
topic tertentu. Jadi wawancara adalah
proses pengumpulan data atau keterangan
yang dilakukan dengan mengadakan tanya
jawab secara lansung dengan informan
baik menggunakan pedoman wawancara
maupun tidak. Mengenai Kinerja Badan
Permusyawaratan Desa dalam Menyusun
Peraturan Desa divDesa Pisang Kecamatan
Jangkang Kabupaten Sabnggau.
3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi 'merupakan®, catatan
peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono,
2011:240). Dokumen mencakup data atau
imfarmasi  yang diperolel~dari tulisan
video dan lain sebaganya  Jadi
dokumentas merupakan proses rekam
alau mencatat semua peeristiwa yang
sudah bewrlalu. Data yang dikumpulkan
cendrung data primer dimana peneliti
sendiri...yang melakukan dokumentasi
langsung ke Desa Pisang Kecamatan

Jangkang Kabupaten Sanggau,

D. HASIL PENELITIAN

Faktor Individu
Hasil analisis informas yang
disampaikan oleh informan  dapat
diketahui bahwa faktor individu terutama
yang berkaitan dengan kemampuan,
keahlian dan demografi dianggap masih
6
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kurang dalam membuat peraturan desa
inilah yang diduga menyebabkan kurang
maksimalnya anggota BPD dalam hal
membuat peraturan desa. Walapun pada
tingkat Desa kemampuan anggota BPD
yang dilihat dari tingkat pendidikan sudah
bagus yaitu rata-rata angota BPD tamatan
SMA dan ketua BPD tamatan sarjana;
akan tetapi belum optimal. Namun dari
latar belakang yang dimiliki oleh anggota
BPD sudah baik hal ini dilibat dari tidak
adanya penuturan - Inaforman  yang
mengatakan bahwa_ sebelum diterima
sebagal calon anggota BPD sudah dilihat
latar belakang yang dimiliki, "apakah
pantas jadi anggota BPD atau belum.

Faktor Psikologis

Berdasarkan keterangan
sebagaimana yang telah dipaparkan
sebelumnya dapat diketahui bahwa secara
umum faktor fsikologis tidak ..begitu
berpengaruh terhadap kinerja BPD dalam
menjalakan‘fungsinya membuat peraturan
desa namuni. ada hal -yang. -perlu
diperhatikan vyaitu tentang perseps
anggota BPD terhada=-BPD daam
membuat  peraturan  desa  kurang
mandirikarena untuk melakukan kegiatan
yang berasal dari BPD, masih bergantung
kepada Pemerintah Desa. Skap BPD
dimana sikap yang diambil dalam ha
pembuatan peraturan desa yang belum

tegas karena BPD hanya mengikuti apa
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yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa,
dan motivass BPD  dalam membuat
peraturan desa masih kurang karena dari
dalam diri anggota BPD tidak ditamanan

dari lingkungan yang kurang mendukung.

Faktor Organisas

Menurut Hennry Simamora ada
tiga faktor. yang dpat mempengaruhi
kinerja salah "satunya adalah Faktor
Organisasii Secara etimelogis oerganisas
berasal dari .bahasa latin yaitu organon
yang' berarti wadah, [tempat badan atau
alat. Sementara menurut istilah organisas
adalah kerja sama yang«dilakukan oleh
dua orang atau lebih untuk mencpai tujuan
bersama. Maka dari itus"organisas
merupakan suatu sistem yang saling
mempengaruhi antar anggota daam
kelompok yang bekerja sama untuk
mencapal tujuan. Dalam faktor organisasi
yang .. dikemukakan oleh [Hennry
Simamora, ada lima aspek yang sangat
penting yang.dapat. mempengaruhi kinerja
diantaranya sumber daya, kepemimpinan,

penghargaan, struktur dan job design.

Sumber Daya

Dari pernyataan-pernyataan yang
disampaikan oleh  informan tersebut,
secara umum dapat di simpulkan bahwa
sumber daya yang dimilki olen BPD
seperti  sumber daya material  kurang
memadal untuk mendukung BPD dalam

7
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menjalakan kinerja yang optimal. sumber
daya keuangan yang dimiliki oleh BPD
dapat dikatan tidak mencukupi kebutuhan
BPD, karena keterbatasan anggaran inilah
yang diduga salah satu faktor salah satu
yang menyebabkan anggota BPD tidak
begitu aktif dalam menjalankan tugas dan
fungsinya. Sehingga perlunya pengel olaan
keuangan BPD. Pengelolaan~Keuangan
yang baik dalam organisas sangatlah
penting, dimana=keuangan ini Sangat
dibutuhkan dalam sebuahorganisasi untuk
membantu BPD dalam mencapal 'kinerja
yang® maksimal terutama  dalam
menyususn _dan menetapkan peraturan
desa.

Berdasarka wawancara  yang
peneliti =lakukan dengan Ketua BPD
maupun Kepala Desa menyangkut sumber
dayayang ada pada BPD di Desa Pisang,
Kecamatan Jangkang, secara umum
sumber i daya yang dimiliki oleh. BPD
dapat diketakan masih. rencah. Hal ini
dilihat dari’i sumber daya-material yang
belum memadai, dan keuangan :yang
dimiliki oleh BPD belum mencukupi
kebutuhan.

K epemimpinan.

Berdasarkan  pernyataan  dari
anggota BPD tersebut diketahui bahwa
memang kepemimpinan dari ketua BPD
dirasakan kurang bertanggung jawab. Hal
ini dapat dilihat dari penuturan anggota
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BPD yang mengatakan bahwa
kepemimpinan ketua BPD  dalam
pengambilan keputusan masih
menggunkan perasaan.  Kepemimpinan
seseorang dalam organisasi merupakan
faktor yang berperan penting dalam
mencapai  kinerja yang optimal, karena
pemimpin dapat menciptakan kondisi
konduksif«bagi organisasi, untuk bekerja
dengan tenang“.dan harmonis daam
mencapai kinerja yang.optimal. Namun
dari hasi wawancara dengan informan
dapat disimulkan bahwa kepemimpinan
yang ada pada BPD ‘masih belumbaik
karena' Ketua BPD daam mengambil

keputusan tidak terlalu tegas:

Penghar gaan
Penghargaan dalam suatu
organisasi itu penting karena dengan
adanya pemberian penghargaan Kepada
seseorang akan memberikan motivas
kepada orang untuk bekerja lebih bai.
Penghargaan.. adalah sebuah bentuk
apresiasiy kepada suatu prestasi tertentu
yang diberikan, bak foleh dan dari
perorangan_atauptin suatu lembaga yang
biasanya diberikan dalam bentuk material
atau ucapan
Berdasarkan apa yang telah
diungkapkan oleh informan  dapat
dipaparkan bahwa dalam organisast BPD
belum pernah mendapatkan pengahargaan
yang diberikan Pemerintah Desa atau
8
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Pemerintah Kecamatan, ha inilah yang
diduga membuat motivass BPK kurang
bersemangat dalam menjalankan
fungsinya terutama dalam ha pembuatan

peraturan desa.

Struktur Organisasi

Menurut Hennry  Simamora
(dadlam Mangkunegara,2005:14) dalam
faktor organisas yang mempengaruhi
kinerja salah satunta adalah’. struktur
organisasi. Struktur. - organisasi adalah
gambaran peran Qrang-orang yang ada
dalan organigsasiguna mencapa tujuan,
dan sebuah_struktur organisas tentunya
ada yang namanya jenjang jabatan yang
diduduki “ seseorang dalam organisasi.
Struktur morganisasi ini sangat penting
dalan mencapai kinerja yang optimal:
Karena tanpa adanya struktur organisasi
tidak dapat mengetahui tanggung jawab
dan wewenang serta fungsi setiap.orang
dalam sebuah organisasi. Maka dari itu
organisas memerlukan struktur. yang baik
untuk mencapai tujuan  dari- orgaisasi
tersebut. Struktur organisasi
memperlihatkan adanya-tanggung jawab
seseorang menduduki sebuah jabatan dan
membuat proses koordinasi menjadi lebih
mudah

Berdasarkan hasil dari pernyataan
informan diatas dapat disimpulkan bahwa
struktur organisasai yang dimiliki BPD
sesuai dengan peraturan, dalam struktur
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organisas BPD Desa Pisang sudah cukup
baik hal ini dilihat dari dimana seseorang
yang menduduki jabatan sebagal ketua
memiliki tingkatan pendidikan yang lebih
tinggi dan bisa diandalkan oleh
anggotanya dalam
mempertangungjawabkan  tugas  dan
fungs BPD.

Job Design
bahasa Istilah Indonesia job design
dapat diartikan sebagai perancangan kerja.
Job ,design (rancangan pekerjaan). adalah
fungs penetapan kegiatan kerja seseorang
atau sekel ompok orang secara
organisasional. Pada dasarnya job design
ini digunakan  dalam =rmanaemen
perusshaan yang digunakan untuk
merancang bagaimana perusahiaan
menciptakan kerja yang bak sehingga
tercapal kinerja yang optimal. Namun job
design yang ada pada faktor organisas
juga dapat digunakan dalam organisasi
pemerintah _Khususnya organisasi BPD
karena rjob’ design rancangan pekerjaan
dinamis setigp organisasi membutuhkan
rancangan_pekerjagan untuk menentukan
kemana arah organisasi nantinya bekerja,
serta apa yang dikerjakan akan lebih
terarah dan dapat direncanakan
Dari pernyataan yang diungkapkan
oleh informan dapat disimpulkan bahwa
BPD dalam menjalakan fungsinya sebagai
lembaga yang menyalurkan aspiras
9
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masyarakat dalam bentuk peraturan desa
job design Badan Permusyawaratan Desa
kurang baik. karena anggota BPD tidak
memiliki agenda kerja, dan fungs BPD
dipersempit kepala Desa.

E. KESIMPULAN

1. Bahwa Faktor individu secara umum
dapat dikatakan kurang baik;.terutama
yang berkenaan dengan kemampuan,
kehalian dan Demografi yang dimiliki
oleh anggota Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) masih sangat rendah dan
faktor ini  di  asumsikan ‘yang
menyebabkan kinerja BPD dalam
penyusunan peraturan Desa kurang
optimal.

2. Bahwa Faktor Psikologis dapat
diketahui secara umum masih kurang
balk dan sangat mempengaruhi
kinerja BPD  hal- ini dilihat dari
persepsi. dan motivasi=-anggota BPD
terhadap BPD itu sendiri®yang masih
kurang baik terutama menenai
persepss BPD terhadap. sarana dan
prasarana yang dimiliki BPD sangat
kurang sekali dan motivasi anggota
BPD dalam menjalankan tugas dan
fungsinya masih kurang, terutama
mengenai motivass BPD untuk

masuk kerja yang sangat kurang

sekali. Hal inilah yang diasumsikan
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mengenai  kinerja BPD  dalam
menyusun peraturan desa yang
kurang optimal.

3. Bahwa Faktor Organisas secara
umum dapat dikatan belum bak
terutama yang berkaitan dengan
sumber daya, dan job design yang
dimiliki oleh BPD masih rendah
karena.sumberdaya material yang ada
d BPD “belum memadai dan
keuangan yang “=dimiliki  belum
mencukupi untuk memenuhi
kebutuhan BRD. Dari segi
kepemimpinan yang ada pada BPD
mash belumbaik Karena dalam
pengambilan keputusan~Ketua BRD
belum jelas dan Job.sdesin yang
dimiliki BPD belum ada. ha ini yang
mengakibatkan kinerja BPD di Desa
Pisang daam menyusun peraturan
desa yang optimal.

Berdasarkan hasil analigis dari
ketiga faktor yaitu faktor individu, faktor
Psikologis, .dan . faktor Organisasidapat
disimpulkan bahwa faktor yang paling
mempengaruhi  kinerjat BPD  dalam
menyusun__peratufan Desa adalah dari
faktor Psikologis dan faktor organisas
dimana aspek yang ada didalamnya masih
belum optimal untuk membantu BPD
menjalankan tugas dan fungsinya.
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F. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang
telah dilakukan dan disimpulkan diatas,
maka dalam kesempatan ini penulis ingin
memberikan  bebergpa saran  yang
mungkin bermanfaat dan dapat dijadikan
perhatian pemerintah, untuk
meningkatkan kinerja BPD..skhususnya
BPD di Desa Pisang Kecamatan Jangkang
Kabupaten Sanggau adapun Saran yang
dapa tpenulis'sampaikan ia ah:

1. Secara Individu_anggota BPD perlu
diadakan bimbingan dan pelatiahan
dari pihak kecamatan maupun
kabupaten khususnya tentang

mekanisme bagaimana cara
menyusun dan merancang peraturan
Desa bagi pemerintah desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD).

2. Dadam ha Psikologis yang dimiliki
oleh BPD, diharapkan anggota BPD
dapat’. memberikan..pandangan yang
baik terhadap BPD+“sehingga dalam
menjalankan fungsi sebagai lembaga
yang membuat peraturan desa dapat
dilakukan secara optimal. BPD harus
memiliki sikap yang tegas dalam
mengambil keputusan. Ketua BPD
harus meningkatkan motivasi dan
melihat tingkat absensi anggota BPD.

3. Faktor Organisass BPD  perlu
mengajukan pertimbangan anggaran,
sarana dan prasarana yang dimiliki
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olen BPD kepada pemerintah daerah.
perlu ditingkatkan dan dikembangkan
lagi juiwa kepemimpinan yang ada
pada ketua BPD, terutama dalam
membahas, penyusunan dan
menetapkan peraturan desa, dan BPD

harus membuat agenda kerja.

G. KETERBATASAN PENELITIAN

Dalam .- melaksanakan., pendlitian
mengenai Kinerja Badan
Permusyawaratan Desa daam
Penyusunan Peraturan Desa di Desa
Pisang Kecamatan Jangkang Kabupaten
Sanggau, peneliti mengal amis ‘'hambatan-
hambatan, sehingga menjadi _hambatan
tersebut sebagai  keterbatasan daam
penelitian yang meliputi:

1. Penditi sussh menemukan Anggota
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
karena anggota BPD masuk Kkerja
hanya tiga .bulan sekali, sehingga
penelitiiy untuk melakukan penelitian
harus pergi kerumah anggota BPD
satu persatu:

2. Pemahaman yang kurang dari para
anggota BPD mengenai penyusunan
peraturan desa, sehingga membuat
pendliti  sulit  untuk  member
pemahaman mengenai kinerja yang
diteliti.
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3. Keterbatasan waktu pendliti, dalam
melakukan  pengamatan  terhadap
obyek yang akan diteiti. Sehingga
peneliti tidak bisa lebih mendaami
informas yang didapat dari informan
mengenai Kinerja Badan
Permusyawaratan Desa.

Kurangnya keterampilan penulis
dadam merangkai katakata® dalam
membuat kalimat menyebabkan penéliti
mengalami  kesulitan untuk menuangkan
pemikiran-pemikiran - kedalam bentuk

tulisan.
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